KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

a.

ENETAPAN INOVASI DI LIN

NOMOR 19.1 TAHUN 2026
TENTANG
UNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

bahwa bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik
yang prima, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota
Yogyakarta, perlu dilakukan berbagai terobosan dan
inovasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang

Penetapan Inovasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Peribahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751};

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indonesia Nomor 10 tahun 2019
tentang perubahan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun
2014 tentang pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
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11,

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 442);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, d

gsi; St an Tata Kerja Sekretari
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
314 /ORT.07-Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INOVASI DI

INGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KQOTA

AXNSLNNAL ALY A\sive A AL4ivViiaiJai xd NS AVAN/LVE kS

YOGYAKARTA.

Menetapkan Inovasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini

Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta
dalam pelayanan publik.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2026

Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
){@TKY OGY AKARTA

// .Képdla Sub \B
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 19.1 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN INOVASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

INOVASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

1. MEDIA EDUKASI PADA RUMAH PINTAR PEMILU.
2. TPS AKSES RAMAH DISABILITAS.
3. VIDEO PENDIDIKAN PEMILIH INKLUSI.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
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